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Abserak

Pembangunan dacvall merupakan suatu usaha vong sistematik dart berbagar peloku, baik pemerintah,
SWasta, manpar masvavaiat, Penelitian ini bertgjuan wntul mengetahul keterlibatan pemanglbn Gepentingan
dalam pelalsanaan musvawaral perencanaan pembangunan dacrah di Kecamatan Tempe, Kabupaten
Werjn, Pemelitian ini mengounekon meoce deskriptyls knalitedil Date diperofel mengmaakan fekindk
abservasi, wawancara, dan dofumentasi, flasit penelitian menwniuklan bahvwa aspel bererlibatan masvalor
leilaini witizrenbang o Kecomator Tempe, hauva sebatas poda fewjang pavtiviposi informasi. Mosyarakal
sedikit teriibor dalam proses penvusunan dan perumusan Legiotan, wolnupun masyarakar dapal memberiban
psilerr, aerian masearako? Saal memifi belvasaon dalom menentulan keputusan aichiv. Pengombilan
keputusan fetap o fangan pemeviman, selain ite ridal ada kowreol dan pangavwasan davi masvarakat,
Sedangken keterlibatan pemevintah pada proves muvrenbang Jif Kecamatan Pemipe lehih bersifat participasi
fungsional, dimang ol terscbut berarti pemorintafi masih memegang peran vang kuat tevhadap proses
pelakscerrerien museenhang, Hal it efichnrny ofeh pevalurim gerandane-undaaga vogs mevvelntkan hafiwa
pemerinial waflh melgfsangbon  musrenbong  dam menfadi  perangoung  jowab  jalamma keglioton
mrisrerhang

Kata Kunci : Musrenbang, pavtisipasi pemicigky Kepentingdi,

Abstract

Rewional develupment iy o svsiematio effori of veiois befundivrs, including sovernmend, private, amd
commtnity. This siudy aims to determine stakeholder participation in the Implemeniation of regional
development plonming fin the fivivict Tempe, Wajo, Thiv sinch weer deseriprive stuehy. Darg obrgined wxing
nfservation, ntervienws, and documentation. The resulis showed that the aspect of participation of
comaminilies I flre Disteicd mnvrenbone in Tempe omly fimiled Tnformaiion an ihe levels of paviicipation.
Lirdle comumunine involved @n the process of drafiing and fovmulation aotivities, the commamity has beew able
b provies limited proposa!, bal dues mot kave the power (o define tre finol decision. Decivion-meaking
vemmaing i the bands of govermment, other than thot theve ic no contrad and supervision of sociely, While the
Fuvermment’s  partfcipation in planeing meelings and i the District of Tempe s mere fanciional
participation, where if means the government still holds a strang role @ the process musvenbang. This s
supparied v lewislfation wirich sictes Wt the covermment shall implement plon conlfrence gevelopment and
fiecame responsibie for the conrse of it evenfs.

Keywaords: confrence, participation, stakehnlders
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PENDAHULUAM

Demi  terciptanya  penvelenggaraan
pemerintah dan pembangunan di daerah secara
demokratis, pemerintah mengehiarkan Undang-
undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah, dengan pemberian
otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
sebagal  asas  pelaksanaan  pembangunan  di
daerah, dengan  titik  berat pada  daerah
kabupaten atau kota. Pembangunan dacrah
merupakan  usaha  yang  sislemalik dan
berkelanjutan  dan  didukung oleh  berhagai
pelaku,  baik  pemerniniab, swasla,  maupun
masyarakat.

I'emerintah daerah memberikan
konstribugi  dalam  penyelenggaraan  tugas
pemerintah dan pembangunan ke arah vang
lebih  baik. Dengan  kepercayaan  publik.
pemerintah daerah akan mendapat dukungan
sepenuhnya schingga penyelenggaraan
pemerintahan,  pelayanan  masvarakat,  dan
pembangunan daerah akan lehih muodah dengan
peran serta masyarakat sccara aktif sesuai
dengan kemampuan dan bidang keahliannya
masing-masing (Dwivanto, 2006). Salah satu

bentuk pelavanan publik vang
mengikulserlakan miasvarakal dalam
pengambilan keputusan dalam hal

pembangunan adalah musyvawarah perencanaan
pembangunan atan yang lebih dikenal dengan
istilah musrenbang, Musrenbang sehagai model
musvawarah yang diformal dari pusal ke dacrah
memiliki mekanisme kerja wang berjenjang.
Mckanisme vang berjenjang ini, diawali dari
lingkal desa/kelurahan ke tingkat Musrenbang
Kecamatan (Riyadi dkk., 2010).

Musrenbang menjadi wadah penyusunan
dokumen rencana pembangunan dan koordinasi
antar instansi pemerintah dan partisipasi selunih
pelaku pembangunan. Dalam Undang-undang
MNo 25 Tahun 2004 pasal 1 ayar 3 di jelaskan
bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan unluk menghasilkan
rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangla
panjang, mencngzah  dan tahunan  vang
thlaksanakan  oleh  unsur  penvelenggaraan
negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
dacrah.

Pasal 3 Peraruran Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata Cara
penvusunan, Pengendalian,  dan Bvaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Juga disebutkan bahwa Perencanaan
pembangunan  daerah dirumuoskan secara
transparan, responsif, efisien, efektf, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan.  Dalam  beberapa peraluran
tersebut  telah  disingpung  mengenai  hams
adanya keterlibatan dan partisipasi masvarakat
dulam pelaksanaan perencanasan pembangunan
(Suratinija, 2009).

Implementasi  kebijukan pembangunan
partisipatif di Kabupaten Wajo  dilakukan
dengan dus bentuk yakni Tudang Sipulung dan
Musrenhang (Arifin, 2010). Salah satu upaya
vang  dilakukan olch  pemerintah dalam
meningkatkan kualitas
pelaksanaan pembangunan adalah melibatkan
warga  masvarakat dalam  percneaaan  dan
penganggaran program-program pembangunan
dalam  hal ini pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Kurniawan, 2005).

Proses penyelengearaan  Musrenbang
Kecamatan  Tempe  tordapat  kecenderungan
bahwa usulun yang digjukan ke lkabupaten
merupakan runmsan pihak kecamatan sendiri,
schingpa  menimbulkan  kecurigaan  bahwa
daftar usulan yang disetujui untuk dibawa ke
forum  yang lebih tingpi merupakan  hasil
kesepakatan  pihak  kecamalan  dengan
pemerintah  kahupaten. Widya P, Setvanto
menychutkan bahwa Musrenbang Kecamatan
akan lebih 1deal apabila ditkuti oleh kompenan
masyarakar (individu'kelompok) vang rerdiri
atas @ (a) Keterwakilan wilayvah olch Tim
Delegasi desa/'kelurahan, (b) Anggota DIFRD
vang herasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang
bersangkutan, (¢) Orpanizasi kemasyarakatan
dan  lembaga swadava masyarakat vang
mempunyai wilayah kerja di kecamatan vang
bersangkutan, (d) Keterwakilan  kelompok
sostal dan perempuan (lokeh masyarakal. lokoh
adat, tokoh agama, hapak-bapalk, ibu-ibu, dan
kelompok marjinal), dan (¢) Perwakilan pelaku
usitha di wilavah kecumalan vang bersangkulan
vang didasari pada  kemampnannya  untuk
meningkatkan sumber dava lokal (Rivadi dkk.,
20100
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Pelaksanaan hasil kesepakatan
Musrenbang perlu diperhatikan, karena akan
berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan
pembangunan pada tabun berikutnya schingga
dapal pula berpengaruh pada proses alokasi
angearan untuk usulan vang dibahas dalam
Musrenbang terscbut. Sclain mu, pelaksanaan
Musrenbang memang penting untuk  dilinjau
apar pelaksanaan Musrenbang  tidak  hanya
scbagal formalitas saja. Penclitian yang masih
berkaitan dengan musrenbany, yailu penzlilian

vang  dilakukan  Adriani  (2010), di  Kota
Adrmmsirast  Jakarta  Ulara  dengan  hasil
penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tingkat

kepuasan  masvarakat  terhadap  pelaksanaan
musrenbang sangal rendah, hal i disebabkan
masih  kuatmya campur tangan  pemerintah
dalam mempengaruhi hasil musrenbane. Hasil
musrenbang  tidak  sesual dengan kemginan

masyarakar, sehingpa masyarakat  menjadi
apatis  untuk  terhibat  dalam  kegiatan
musrenbang  Penelitan vang  lain yang

dilakukan oleh Machmud (2012), di Kecamaran
Bandung Kulon, Keta Bandung menunjukkan
bahwa parlisipasi masyarakal dalam
pelaksanaan musrenbang sangat rendah, hal ind
dikarcnakan masvarakat tidak percaya terhadap
hasil musrenbang vang tdak  sesual dengan
keinginan masvarakat. Hasil musrenbang ridak
sesual  dongan kebijakan  dacrah dalam
pembingunan. sehingga membuul masyarakat
tidak percaya lagi terhadap penyelenggaraan
musrenbang di Kecamalan Bandung.

RUMUSAN MASALAH

Adapun  rumusan masalah  dalam

penulizan jurnal adalah sebagai herikut.

. Bagaimanakah keterlibatan
pemangky  kepentingan  dalam
penvelenggaraan  Musrenbang  di
Kecamatan  Tempe,  Kabupaten
Wajo?

2. Faktor-taktor apa vang
mempengaruhi penyelenggaraan

Musrenbang di Kecamalan Tempe,
Kabupaten Wajo?

TUJUAN PENULISAN

Rerdasarkan  latar belakang di  atas,
maka tujuan penulisan jurnal adalah scbhagai
berkut.

I. Untuk  mengetahin  keterlibaran
pemangku  kepentingan  dalam
penyelenggaraan  Musrenbang  di
Kecamatan  Tempe, Kabupaten
Wajo,

2. Untuk  mengetahur  l[akior-lakior
yang mempengaruhi
penvelenggaraan  Musrenbang  di
Kecamalan  Tempe,  Kabupalen
Wajo,

TINJAUAN PUSTAKA
Wenmurur Solihin T, (2015), Perencanaan

Pembangunan  adalab  suatu usaha  vang
sistematik dari pelbagai pelaku (aktor), haik
umum  (publik) atau  pemerintah,  swasta,

maupun  kelompok  masvarakal lainnya  pada
tingkatan vang berbeda untuk menghadapi
saling ketcroantungan dan  keterkaitan  aspck
fisik, sosial, ekonomi dan aspek Imgkungan
lainnya dengan cara :
1) Secara torus  menerus  menganalisis
kondist dan pelaksanaan pembangunan
suaru daerah/wilavah;

2} Merumuskan tujuan  dan  kebijakan
pembangunan daerah/wilavah;
3) Menyusun  konsep  strategi bagi

pemecahan masalah (solusi), dan

4} Melaksanakannyy dengan menggunakan
sumber daya yang tersedia sehingga
pcluang  barv  untuk  meningkatkan
kesejahterian masyarakal daerah dapat
ditangkap secara berkelanjutan

Tarigan (Rivadi dkk. 2010
menyvebutkan Tipe-tipe perencanaan
pembangunan di  Indonesia yailu sebagai
herikur:

. Perencanaan Alokatif Versus
Perencanaan  Inovanl.  Perbedaan m
didasarkan atas perbedaan wvisi  dari
perencanaan  terscbhut,  yaitu  antara
perencanaan  model  alokatif  dan
parencanaan  yang  bersifat  inowatif,
Perencanaan alokatif {alocative
planming) berkenaan dengan

menyvukseskan rencana  wmum  vang
telah  disusun pada level wang lebih
unggl atau lelah menjadi kesepakatan
bersama. Jadi, inti kegiatannyva bermpa
koordinasi dan sinkronisasi agar sistem
kerja untuk mencapal twjuan e dapal
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herjalan  secara efektif dan efesien
scpanjang waktu.

Top Down Versus Bottom Up Planning.
Perbedaan  perencanaan  jenis  ind
didasarkan atas kewenangan  dari
mstitust  vang  lerlibal.  Perencanaan
model up down dan bottom-up hanya
berlaku  apabila  terdapat  beberapa
tngkatl alau lapisan pemerintahan atau
heberapa jenjang jabatan di perusahaan
yang masing-masing tingkatan diberi
WEWENANY untuk melakukian
perencanaan.

Vertieal Versus Honzontal Planning.
Perbedaan  ini juga  didasarkan  atas
perbedaan kewenangan antar  institusi
wilaupun  letnh  ditekankan  pada
perbedaan  jalur  koordimasi  yang
diutamakan perencana. Vertieal
plannimg adalah perencanaan yang lehh
mengutamakan koordinasi antar
berbagai jenjang pada scktor yang sama.
[lorizontal  planning  menskankan
keterkaitan  antar  berbagai  sekior
schingga berbagai sektor itu dapat
berkembang secara bersinergi.
Horizontal planning melihat pentingnya
koordinasi antar berbagai instansi pada
level vang sama, ketika musing-masing
instansi menangani kegiatan atau sekror
vang berbeda.

[Merencanaan yang melibatlkan
masyarakat secara langsung  Versus
yang tdak mclibatkan  masyarakal.
Perbedaan  ini juga  didasarkan  atas
kewenangan  vang  diberikan  kepada
inslilusi perencanaan yang sering kali
terkait dengan  luas  bidang  yang
direncanakan. Perencanaan yang
melibatkan masyarakal secara langsung
adalah apabila sejak awal masyarakat
telah diberitahu dan digjak ikut serta
dalam menyusun rencana  tersebut.
FPerencanaan vang tidak melibatkan
masvarakat adalah opabila masyarakat
tidak dilibatkan sama sekali dan hanva
dimintakan persetujuan  dari  DPED
untuk persctujuan akhir. Perencanaan
yung ldak  mehbalkan masyarakal
misalnya  apabila  perencanaan it
bersifat  teknis  pelaksanaan,  bersifat
internal, menyangkut  bidang  yung

sempit, dan  tidak secara langsung
bersangkut paut dengan  kepentingan
orang  banvak.  Seringkali  tokoh
masvarakat atau OTEanisast
kemasyarakatan hanya dilibatkan pada
diskust  awal  uwnluk  membernkan

masukan dan pada diskusi akhir untuk
melihat bahwa aspirasi mercka sudah

lerlampung. Perencanasn yang
menyangkut  kepentingan  masyarakat
banyak biasanya harus  mendapat

perselujuan DIPRD sebagai perwakilan
dari kepentingan masyarakat,

Pemerintahan daerah di Indonesia saat
ini telah memasoki  cra  transparansi  dan
desentralisasi, permnennlah daerah harus bersikap
responsif terhadap tuntutan masyarakat. Dengan
kepereayaan publik, pemcrintah dacrah akan

mendapat  dukungan  sepenuhnya  sehingea
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan

masvarakat, dan pembangunan dacrah akan
lebih mudah dengan peran serta masyarakat
secara aktif sesuai dengan kemampuan dan
bidang keahliannya masing-masing. Salah satu

bentuk pelayanan publik yang
mengikutsertakan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dalam hal

pembangunan adalah Musyvawarah Perencanaan
Pembangunan yang disingkat Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  (Musrenbang)  adalah  forum
antar pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah. Musrenhang
dilaksanakan dimulai dari tingkat
desa’kelurahan  yang  disebul  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tingkat

Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan).
Dalam  Muostenbang  Desa/Kelurahan  diawali
melalui  penggalian pagasan ditingkat dusun
vang  bersifat partisipatif  dan mclhibatkan
segenap elemen masvarakat Desa/Kelurahan.
Hasil Murenbang desa/kelurahan ini menjadi
masukan  dalam  Musrenabang  tingkat
kecamatan (Rivadi, dkk, 2010},

Penyelenggaraan  Musrcnbang  tidak
lepas  dan parlisipast para pemangku
kepentingan. Pemangku kepentingan atan yang
lebih popular dengan istilah stakcholders adalah
kelompok  atau  individue vang  dukungannya
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diperlukan demi kesegjahteraan dan
kelangsungan  hidup  organisasi.  Pemangku
kepentingan adalah seseorany. organisasi atan
kelompok dengan kepentingan terhadap suatu
sumberdava alam tertentu (Sri Budi Cantika,
2005).

Dalam lampiran Permendagri Nomor 54
Tahun 2000 dijelaskan bahwa Musrenbang
Kecamatan  mernpakan  forum  musyawarah
antar  para  pomangku  Kepentingan  untuk
membahas dan menyepakati  langkah-langkah
penanganan program kegiatan prioritas vang
lercantum  dalam  Dallar  Usulan  Rencana
Kegiatan Permbangunan Desa/Kelurahan vang
diinteprasikan denpgan prioritas pembangunan
daerah kabupalen/kola di wilayah kecamalan.
Pada musrenbang  kecamatan, usulan  dari
Kclurahan diklasifikasikan dan  didiskusikan
sehingga akan didapatkan kegiatan  prioritas
pada  tingkat  kecamatan  yang  harus
dilaksanakan pada tabun bersangkutan serta
kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan
pelaksanaannyva,

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Lokasi Penclitian
Pendckatan  penclitian  ini adalah  deskriptif
kuwalitatil,  wvakni  bersilal  menggambarkan
temuan penelitian dengan mengzunakan dasar-
dasar tcorl vang ada. Penclitian i dilaksanakan
di Kabupaten Wajo, Kecamatan Tempe dengan
pertimbangan  bahwa  Kecamatan  Tempe
merupakan dacrah perkotaan dengan berbagan
permasalahan pendidikan. lingkungan,
ckonomi, sosial, dan budaya.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data kuvalitatif vaitu data berupa angka-
angka, statistik, kelerangan, atan  nformasi
dalam benfuk narasi atau pernyataan, seperti
hasil wawancara dengan informanmarasumber.
Sumber data yaitu data primer. diperoleh secara
langsung dari Iapangan, harupa hasil observasi,
wowancara dengan  informan /7 narasumber.
Adapun  mlorman 7 oaraswnber  dalam
penelitinn  ini adalalh  Sekretaris  Bappeda,
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, Camat
Tempe, Sckretarns Kecamatan Tempe. Kelua
Panitia Penvelenggara Musrenbang Kecamatan
Tempe. anggota DPRD Kabupaten Wajo dapil
Tempe. serta Tokoh Masyarakat yang terlibat

langsung dalam penyelenggaraan Musrenbang,
Data sckunder, diperolely dart instansi terkant
atau  sumber wang ada.  berupa  dokumen
penyelenggaraan  Musrenbang dan  hasilnya,
dokumen KUA-PPAS, RKPLD).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
datapeneliian  im adalah  observasi.  yakm
dengan pengamatan di lapangan, Adapun vang
diamati scperti pescrta vang ikut menghadiri
aliu mengikut  Musrenbang,  kelerlibatan
aparatur sipil negara dan partisipasinya, anggota
DPFRD Kabupalen Wajo dapil Tempe, scria
peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan
Musrcnbang,  Wawaneara,  vakni  melalui
wawancara langsung. mendalam dan terstrukiur
denzan informan. Wawancara dilakukan dengan
mengeunakan pedoman WAWANCATA.
Dokumentasi. yakni melalw lelaah dokumen
(seperti RKAD, KUA-PPAS, RAPRD), kajian
literatur,  berita  acara  penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan, dan data lainnya vang
relevan.

Analisis Data

Drata wvang didapatkan  dilapangan  dianalisis
secara  kualitatif  untuk  menggambarkan
pelaksanaan musrenbang  di Kecamalan Tempe.
Tahap analisis kemndian dibagi menjadi 3
bagian, pertama Reduksi data  atan  tahap
penyusunan  tancangan  penelitian dengan
menetapkan kerangka kerja konseprual kedua,
Penvajlan data,  tahap  im berusaha
menggabungkan informasi yang tersusun dalam
bentuk yang padu dan mudah diraih, misaloya
diluangkan dalam berbagai jenis matriks, gralik,
jaringan dan, hagan dan tahap vang ketiga
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Menurut Cobin & Strauss pada whap m
peneliti melakukan interprerasi, dan penetapan
data vang sudah dikumpulkan berdasarkan
strategl grouded theory (Pasolog, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Pemangku Kepentingan pada
Musrenbang di Kecamatan Tempe
Musrenbang  merupakan  salah  satu
instrument  pembangunan  yang  secara swh
diberikan  oleh  pemerintah pusat  kepada
pemerintah dacrah untuk menampung aspirasi
masyarakal dalam  membangun  daerahnya.
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Partisipasi  pemerintah  dalam melaksanakan
musrenbang  mutlak  dilakukan, scbab  hal
tersebut  merupakan  perintah  darn  undang-
undang. Hal fersebut telah diatur  dalam
Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
dan Perawran Pemerintah no. 8§ tahun 2008
tentang  Tahapan, Tata Cara  Penvusunan,
Pengendalian,  dan  Evaluast Peluksanaan
Rencana Pembangunan DNaerah. Dalam proses
perwmusan percncanaan pembangunan dacrah
lingkal  kecamatun  adslah  penting  untuk
menanipung aspirasi masyarakat melalui forum
pemangku  kepentingan  seperllt  musrenbang
kecamatan ini, sehingga kehadiran masyarakat
sangat dibutuhkan puna memberikan masukan
aspiraslt maupun usulan yang berkaitan dengan
asalah pembangunan di wilayahnya.

Dar hasil wawancara diketahun bahwa,
meskipun  pelaksanaan  musrenbang  sudah
berada pada tingkatan keduva, wvartu tingkat
kecamatan, tetapl masih ada peluang bagi
masyarakar unmls berpartisipasi memberikan
usulan program perencanaan  pembangunan.
Keterhibatan masyarakat di dalam pelaksanaan
musrenbang  kecamatan hampir tidak terlalu
signifikan dibandingkan keterlibatan pemangku
kepentngan  alau  stakeholders.  Kehadiran
masyarakar dalam  proses  musrenbang  di
Kocamatan Tempe ini karcna hanya untuk
memenuhl undangan dan aparat, bukan karena

mereka membutuhkan kepiatan ini.
Koterlibatan  pemangku  kepentingan  pada

pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe
sudah berada pada tingkat partisipasi aktif, Pada
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tala
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Twvaluasi
Pclaksanaan Rencana Pembanpunan  Dacrah
pasal 43 disebutkan bahwa pemerimtzh memilik
wewenang  dalam  melakukan  pengendalian
terthadap  perencanaan  pembangunan  dacrah.
Pengendalian yang dimaksud adalah kebijakan
perancanaan  pembangunan  daerah dan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daecrah,

Selain menjadi pengendali perencanaan
pembangunan, pada pasal 50 dalam peraturan
pemenniah  lersebul  Juga  disebutkan bahwa
pemerintah juga memiliki kewenangan dalam
memilith dan mengubah kebijakan perencanaan
pembangunan jika perencanaan pembangunan

im terjadi  perubahan  yanp mendasar ataun
bertentangan  dengan  kepentingan  nasional.
Sehimgga sungat jelas terlihat bahwa pemerintah
tetap memadi  penentu  dalam  kebijakan
perencanaan  pembangunan  daerah  walaupun
dalam musyawarah perencanaan pembangunan

juga melibatlean masyarakat. Namun ketrlibatan

masvarakat terscbut sangat terbatas, hanya
sebalas  memberikan  informuast  seperti yang
tertera pada pasal 55 yaitu hanva sekedar
memberikan informasi dan usulan mengenai
rencana  pembangunan  daerah. Dar hasil
wawaneara vang didapat dari pihak pemerintah,
diketahw  bahwa usulan-usulan yang berasal
dart masyarakat hanva akan diloloskan menjadi
kchijakan pembangunan  dacrah  jika usulan
lersebul sesual dengan remja SKPLD. SKIPD
sehagai perpanjangan tangan pemerintah dan
sclaku  pelaksana  kepiatan pembangunan
memilikl wewenang dan tanggung jawab dalam
menjalankan pembangunan, sehingza hanya
usulan-usulan yang scsuai dengan  program
pemerintah saja vang akan diloloskan. 1lal
tersebut sudah menjadi kehijakan pemerintah,
dimana setiap usulan dari masyarakat harus
disesuaikan dengan rermya SKPD. llal 1mlah
yvang  menyebabkan  kuatnya  pengaruh
kcterlibatan  pemangku  kepentingan  dalam
penyelenggaraan Musrenbung  di Kecamatlan
Tempe, Kabupaten Wajo. Kuatnya pengamih
pemangky  kepentingan  membuat masvarakat
aputis terhadap penyelenggaraan Musrenbang.
Padahal  latar  bhelakang  dilaksanakan
Musrenbang 1alah untuk menampung aspirasi
masyarakat dan juga melibatkan masyarakat
dalam penyvelenpearaan perencanaan
pembangunan daerah.

Dari uraian di  atas, dapat diambil
kesimpulan  bahwa  dari aspek  partisipasi
masyakat dalam musrenbang di Kecamatan
Tempe, dengan mengacu pada teort tangpa

partisipasi ~ Amstein,  disimpulkan  bahwa
partisipasi masyarakat dalam proses
musrenbang  di Kecamatan ‘lTempe hanya
sebalas pada jemang partsipast  inlormas.
Masvarakat  sedikit terlibat  dalam  proses
penyusunan  dan perwmusan  kegiatan,
masvarakal lelah dapal membenkan  wsulan

yvang dibatasi, namun tidak memiliki kekuasaan
dalam menentukan  keputusan akhir, Usulan
yung diterima harus sesuai dengan renja SKPD,
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sehingea  usulan  masyarakat  cenderung
diabatkan, Pengambilan keputusan tetap di
tangan pemerintah, selain 1tu tidak ada kontrol
dan pangawasan dari masyarakat. Masyarakat
merasa tidak terlaln membutuhkan musrenbang
dalam perencanaan pembangunan  daerahnya,
masyarakat meraza bahwa musrenbang hanya
seremonial saja, dan tidak jelas peruntukannya.
Masyarakal masih menila bahwa pengambil
keputusan tertinggi dalam hal  pembangunan
tetap ada pada pemerintzh, schingga masvarakat
mengangurap  kegialun  musrenbang  ilu dak
signifikan  fungsinya dan  hanva sebagai
penampung  aspirast  masvarakal.  Sedangkan
partisipasi pemerintah pada proses musrenbang
di Kccamatan Tempe lebih bersifat partisipasi
fungsional, dimana  hal  lersebul  beraru
pemerintah masih memegang peran yang kuart
terhadap proscs pelaksanaan musrenbang. Hal
iu  didukung  oleh peraturan perumdang-
undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah
wajib melaksanakan musrenbang dan menjadi
penanggung  jawab  jalannva  kepiatan
musrenbang.  Sehingza  dalam  prakieknya,
pemerintah memang memiliki wewenang vang
lebih  besar  dalam  menentukan
perancanaan pembangunan dasrah.

usulan

Fuktor-faktor
pelaksanaan
Tempe
Terluksananya proses musrenbang  di
Kecamaran Tempe, Kabupaten Wajo tidak bisa
dipisahkan olch beberapa [akior, baik 1w [akior
pendukung maupun faktor penghambat. Faktor
pendukung vang  menjadi dasar maupun
menjadi sebab berjulannya musrenbang dengan
haik, dari hasil wawancara, diketahui bahwa
faktor yang mendukung terlaksananya proscs
musrenbang di Kecamatan Tempe yaitu karena
adanya perintah dari undang-undang, Dari hasil
telaalh dokwmnen menunjukkan bahwa tujuan
utama dari pelaksanaan musrenbang  adalah
untuk  mengalomodir  usulan-usulan  dar
masyarakat (bottom-up). Schingga dalam proses
pembangunan, masyarakal juga terhibal dalam
penyvusunanmya.  Terdapat 24 peraturan
perundang-undangan  wvang berkaitan  dengan
musrenbang inl. vang mengindikasikan bahwa
pelaksanaan musrenbang memang  diwajbkan
kepada pemerintah dacrah guna mengakomodir
usulan-usulan  dan masyarakat  terhadap

yung mempengaruhi
musrenbang  di Kecamatan

pembangunan daerah. Selain itu, takror penentu
vang lainnya dalam mendukung  kelancaran
proses pelaksanaan musrenbang di Kecamatan
Tempe adalah kecakapan aparat pemerintah

dalam  memproses  segala  sesuatu  vang
dibutubhkan  dalam  kegiatan  musrenbang
kecamatan. Tinglat pengstahuan  aparatut

TG o i i [ v
smerintah kecamatan perihal penvelenggaraan

Musrenbang,  pengalamun  aparatur - dalam
penyelenggaraan Musrenbang yang

dilaksanakan tiap tahunnva, scrta kemampuan
aparal  dalam  mengelola berbagai masulan-
masukan dari masyvarakat serta usulan dari
musrenbang  kelurshan  menjadikan  proses
musrenbang di Kecamatan Tempe bisa berjalan
dengan lancar.

Selain faktor pendukung di atas, pada
pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Tempe
m Juga memiliki beberapa faktr penghambat
seperti waktu vang sangat terbatas sehingga
membuat keglatan musrenbang ini tidak cfektif.
Dari  wawancara  diketahui  bahwa  proses
pelaksanaan musrenbang sejak dikeluarkannya
surat edaran Bupati Wajo tentang pelaksanaan
musrenbang  himgga  selesainva proses
musrenbang di Kabupaten Wajo memakan
waktu sckitar empat bulan, Dengan waktu vang
sangal singkal tersebul, segali benluk rangkaian
musyawarah perencanaan pembangunan untuk
tahun anggaran berikutnva harus sclesai dibuat,
dibahas, kemudian dianggarkan. Wukiu yang
sangat singkat tersebut tentu tidak cukup unmk
membahas  sebuah pembangunan  berskala
kahupaten. Selain masalah waltu, yang menjadi
faktor penghambat vang lain adalah anpparan.
Masyarakal menilai bahwa mustenbang juga
seharusnya memiliki pagu anggaran vang jelas,
schingga  masvarakat menjadi akdf  dalam
pelaksanaan musrenbang. Tidak adanya pagu
anggaran membuat masyarakar menjadi pesimis

akan dilaksanakannva usulannva, schingga
membuat  masvarakat menjadi kurang
berpartisipasi  dalam  proses  musrenbang.

Masvarakat membandingkan penyelenggaraan
musrenbang dengan penvelenggaraan PNPM
Mandiri perkotaan dan perdesaan, sehingga
membuat partisipasi masvarakat menjadi rendah
dan  0dak membenkan dampak vang  baik
terhadap proses musyawarah i Kecamatan
Tempe.
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PENUTLUP
Kesimpulan

1.

Keterlibatan masvakat dalam
penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan
Tempe hanya scbatas pada  jenjang
parlisipasi mlormast. Masyvarakal menjadi
apatis untuk ikut terlibat dalam proses
penyusunan  dan  perumusan  keziatan
Musrenbang, Walaupun masvarakal dapat
memberikan usnlan pembangunan, nanmmn
pada kenyataannva masvarakat  tdak
memiliki  kekuasaan  dalam  menentukan
keputusan akhir. Pengambilan keputusan
letap di langan pemerintah, Diosisn lain,
keterlibatan pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan Musrenbang di Keeamatan
Tempe mash sangal kuat dan lebih bersilal
partisipasi  aktif, Pemangku kepentingan
masili memegang peran vang kuat terhadap
proses  penvelenggaraan  Musrenbang i
Kecamatan Tempe. Hal it didukung oleh
peraturan  perundang-undangan yang
menyebutkan  bahwa  pemerintah  wajib
melaksanakan Musrenhang dan  menjadi
penanggung jawab  jalannya  kegiatan
musrenbang. Penyelenggaraan Musrenbang
terkesan formalitas, hanya untuk memenuhi
ketentuan perundang-undangan.

Fuklor-liklor Wuny mempengaruhi
penvelenggaraan Musrenbang i Kecamatan
Tempe terbagi atas dua faktor ; Peortama.
fuktor pendukung vang meliputt dukungan
peraturan perundang-undangan,
Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamalan

Tempe terlaksana dikarenakan  adanmya
tuntutan dan perintah perundang-undangan.
Kedua, kecakapan  aparalur  Pemennlah

Kecamatan Tempe. Kemampuan aparatur
yvang berpenpalaman dalam menjalankan
kegiatan  Musrenbang  dimulai dan awal
pelaksanaan  Musrenbang  hingga  akhir
pelaksanaan Musrenbang, schingga proscs
penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan
Tempe betjalan sesuai amran. Sadangkan
faktor penghambat meliputi ; Pertama,
waklu  yang  sangal  singkat  dalam
mempersiapkan perencanaan permbangunan.
Hanva terdapat sckitar tiga bulan untuk
mempersiapkan perencanaan pembangunan.
Waktu tign bulan terselut dirasa sangatlah
kurang untuk  membahas  pembangunan
yang akan dilaksanakan tahun berikumya.

Sebhab dengan waktu wvanp sangar singkat
terschut,  proses  musyawarah  untuk
menentukan program pembangunan  yang
akan dikerjakan fahun berikurnva dirasa
sangat mustahil untuk dilakukan secara
elekul. Kedua, laklor anggarar.
Mustenbang pada kenvataannya tidak
memiliki ol anggaran  vyang  jclas,
sehingga  memimbulkan  ketidakjelasan
meangenai usulan permbangunan yang telah
discpakat akan dilaksanakan atau tidak,
kuarena hitrus mempertimbanglian
kemampuan keuangan dan arah kebijakan
pembangunan dacrah.

Saran

1.

[

Pentingnyva sebuah regulasi vang jelay dan
tegas untuk memberikan peluang kepada
masvarakat agar terlibat sccara aktf dan
memberikan kontrol terhadap pelaksanaan
Musrenhang, Kererlibatan pemanghku
kepentingan  sangat  kuat,  schingga
partisipasi masvarakat cenderung kurang
berpengaruh  terhadap  penvelengearaan
Musrenbang,  Seyogyanya  keterlibatan
masyarakal harus lebah besar dibandingkan
keterlibatan pemanglku kepentingan dalam

penentuan  hasil  Musrenbang,  schingga
Lujuan ulumy penvelengearaan Musrenbang
tercapei.

Walkiu vang singkat menjadikan
Musrenbang tidalk efektil dalam
pelaksanaannya,  schingga  sebaiknya

kegiatan  Musrenbang  Kecamalaan  Gdak
hanya dilakukan sekali saja dan waktunya
juga diperpanjang, apar hasil Musrenbang
Kecamalan benar-henar merupakan
keburuhan masyarakat. Selain waktu, faktar
angearan juga menjadi penghambat dalam

pelaksanaan Musrenbang. Penulis
menyarankan  agar  sebelum  usulan
masvarakat ditampung, schalknya

Pemerintah Kabupaten menjelaskan terlebih
dahulu arah kehijakan pembangunan di
daerah tersebut, agar masyarakat tidak lagi
memasukkan  usulan-usulan  vang  hdak
sesuai dengan arah kebijakon pambangunan
Pemerintah Kabupaten,  Schingga usulan
vung dilampung bisa  diakomodir  oleh
Pemerintah Kabupaten Wajo.
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